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Abstrak
 

Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik,

sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di

kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan

GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga

pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG,

yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi,

Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu

memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang

diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan

perusahaan.

 

Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk

oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam

pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap

ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara

transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk

memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan

Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004

tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004

tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang

Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia

telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada

perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna.
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